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Keterangan Halaman 1 Kolom 5-6; Halaman 11 Kolom 1-3
Entitas -

® Temuan BPK, Negara
/Rugi Rp7,71 Triliun

JAKARTA, MERCUSUAR -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
selama semester I-2011 telah mene-
mukan 11.430kasus senihi Rp26,68
triliun. Dari jumkh it, 3.463 kasus
berpotensi merugikan negara.

Demikian disampaikan oleh Ketua
BPK Hadi Poernomo dalhm sambu-
tannya saat menyampaikan [khtisar
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)
12011 dalam Rapat Paripurna DPR
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Selasa (4/10).

' “Dari total temuan BPK tersebut
sebanyak 3.463 kasus senilai Rp7,71
triliun merupakan’ temuan ketidak
patuhan yang mengakibatkan keru-

gian, petensi kerugian dan keku-
rangan penerimaan,” ungkap Hadi.

Adapun temuan pemeriksaan
berupa temuan ketidakhematan,
ketidakefisienan dan ketidak
efektifan tercatat sebanyak 7.967
kasus senilai Rp18,96 triliun.

“Selain itu BPK juga menemukan
berbagai kelemahan administrasi dan
Sistem Pengendalian Internal (SPI),”
katanya.

Dari temuan: kerugian, potensi
kerugian dan kekurangan peneri-
maan seniki Rp7,71 triliun, sehma
proses pemeriksaan entitas yang

Baca RUGI di hal. 11

Kebocoran Anggaran Penerimaan Negara

- RUGI ...

diperiksa telah menindaklanjuti dengan
penyerotan ke kas negara/daerah/perusahaan
senilai Rp 136,77 miliar.

“Total objek pemeriksaan BPK dalam semester
1-2011 ini sebanyak 682 objek pemeriksaan yaitu
pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek
pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 14
objek pemeriksaan dan Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu Sebanyak 208 objek pemerik-
saan," paparnya.

Objek pemeriksaan keuangan meliputi
Laporan Keuamgan Pemerintah Pusat
(LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Kemen-
terian Lembaga (LKKL) dan Laporan Ke
uangan badan lainnya termasuk BUMN,

KEJAR KEBOCORAN

BPK menyatakan akan mengejar kebocoran-
kebocoran yang terjadi di sisi penerimaan negara.
Jika kebocoran ini ditutupi, maka penerimaan
negara akan makin tinggi.

Hal ini disampaikan oleh Anggota BPK
Taufiequrachman Ruki saat ditemui di Istana
Presiden, Jakarta, Selasa (4/10).

“Jadi perlu pencegahan kebocoran. Bukan
hanya peningkatan pembelanjaan, tapi pada
penerimaan negara juga terjadi kebocoran. Itu
yang ingin saya kejar," tegas Ruki.

Ruki mengatakan, di sisi pajak saja banyak
sebenarnya yang bisa dikejar untuk meningkatkan
penerimaan negara. Namun dicurigai masih
banyaknya kebecoran di sisi ini.

“Misalnya, kewajiban membayar pajak untuk
deposito dan tabungan. Bagaimana kita me-

lakukan audit kepada bank. Di bank daerah juga
begitu. Kemudian ada kewajiban membayar pajak
buat bendaharawan. Itu bendaharanya kita audit.
Untuk mendongkrak penerimaan negara,”
katanya. “Jadi itu akumulasi temuan dari 2005
sampai 2011 yang tentunya harus kita teliti satu
per satu,” kata Ruki.

Dalam pertemuan tersebut, Ruki mengatakan,
Presiden SBY berjanji untuk merespons temuan-
temuan BPK ini dengan segera,

“Presiden mengatakan tolong itu dibicarakan
dengan wakil presiden, dibicarakan secara teknis
bagimana merespons temuan-temuan itu.
khususnya yang belum diperbaiki,” tukas Ruki.

KEPATUHAN RENDAH

BPK menyampaikan rasa keprihatinannya
terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester |
(IHPS I) yang telah disampaikan kepada DPR. Hal
ini dikarenakan banyaknya temuan BPK hanya
karena disebabkan oleh masih rendahnya tingkat
kepatuhan baik dari Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) hingga Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPZ).

-Jika dibandingkan dengan negara lain, BPK di
beberapa negara sekarang sudah fokus untuk
meningkatkan efisiensi karena tingkat kepatuhan

-yang sudah tidak bermasalah.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua BPK
Hasan Bisri dalam konferensi persnya di Gedung
BPK, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/10).

“Perlu diketahui kondisi Indonesia itu masalah
kepatuhan saja belum selesai,” ungkap Hasan.

“Jadi penilaian BPK menekankan kepada
apakah Laporan Pemerintah Pusat, BUMN,

_patuh,” tegas Hasan.

.sambungan dari hal. 1

Pemda sudah sesuai ketentuan dengan perun
dang-undangan yang berlaku atau tidak atau
tingkat kepatuhannya dulu,” imbuh Hasan.

Dijelaskan Hasan, jika tingkat kepatuhan sudah
dibereskan baru nanti BPK akan menelaah lebih
jauh pos-pos yang seharusnya bisa dilakukan
efisiensi. “Hal ini seperti di negara lain, di mana
negara lain itu sudah masuk kepada efisiensi tidak
lagi tingkat kepatuhan karena semua sudah

“Hampir setiap semester bicara soal ity ,é‘a]‘af’
kepatuhan terhadap perundang-undangan,” tegas
Hasan kembali

AKAL-AKALAN

BPK siap mewaspadai ‘akal-akalan’ Kemen
terian/Lembaga (KiL) terkait penyerapan anggaran
yang biasanya mengucur deras di akhir tahun.
Pasalnya, BPK masih melihat serapan anggaran
KL hingga kuartal 11-2011 masih sangat rendah.

“Serapan awal ini rendah kami melihat pasti ada
masalah sepertinya. Kita waspadai ke depan
bagaimana misalnya sebuah K/L bisa
mengeluarkan 40% dalam dua bulan terakhir
dalam anggaren yang mereka miliki,” kata Hasan
Bisri dalam konferensi persnya di Gedung BPK,
Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/10).

BPK mengungkapkan akan mewaspadai
secara ketat belanja KIL yang disinyalir akan me-
nggenjot penyerapan anggaran di akhir tahun.
BPK sendiri sambungnya sudah memiliki data K/
L mana saja yang mempunyai kebiasaan seperti
itu. "Ada indikasi sendiri kita sudah punya, dimana
kami akan waspada mengenai transaksi transaksi
di ujung,” jelas Hasan. ore











